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ABSTRAK

Mauliyah. 2018, Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan
Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju (dibimbing
oleh Abdul Kadir Adys dan Nasrul Haq)

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pelaksanaan Kebijakan
Pendidikan Wagjib Belgjar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga
Kabupaten Mamuju. Dari segi akademik peneliti ini diharapakan agar dapat
bermaanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara.

Jenis pendlitian ini adalah kualitatif dan analisis data yang di gunakan
adalah fenomenol ogidengan jumlah informan 7 orang. Teknik pengumpulan data
yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil pendlitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan
pendidikan wajib belgar sembilan tahun di desa bunde kecamatan sampaga
kabupaten mamuju, maka pemerintah desa bunde melalui pelaksanaan : (1)
komunikasi, (2) Sumber Daya anggaran (3) Disposisi dan (4) Struktur Organisasi,
serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib
belgjar sembilan tahun. Adapun faktor pendukung yaitu: (1) Fasilitas Sarana
Perlengkapan Sekolah, berupa sarana perlengkapan sekolah sangat membantu
masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka (2) Arahan Kepala Desa,
adanya SOPs yang di gunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan
pendidikan wajib belgar sembilan tahun. Faktor penghambat pelaksanaan yaitu:
(1) Sosidlisas Kebijakan, Menjadi kendala karena kurangnya melakukan
sosidisasi antara masyarakat dan para pihak-pihak Pelaksana Kebijakan
Pendidikan Wajib Sembilan Tahun di Desa Bunde. (2) Komitmen Pemerintah,
Menjadi kendala karena komitmen pemerintah desa terhadapa masyarakat dalam
meberikan sarana perlengkapan sekolah tidak tepat waktu.

Kata kunci: Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun.
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BAB |
PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa depan bangsa terletak dalam genggaman generasi muda, Pendidikan
merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan nasional karena
dengan adanya pendidikan bagi masyarakat akan menjadikan masyarakat |ebih
maju dalam pemikirannya. Pemikiran masyarakat yang maju akan membentuk
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Pedidikan jugatidak Iepas
dari peran pemerintah. Pemerintah mengutamakan pentingnya pendidikan bagi
seluruh masyarakat dengan meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu
pemerintah berkewagjiban untuk memenuhi hak setigp warga negara dalam
memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa
Indonesia

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun
wajib memperoleh pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa
pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belgar
minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam
ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belgjar merupakan tanggung jawab negara yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah
dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh

peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD, dan SMP) serta satuan



pendidikan lain yang sedergjat (Departemen Pendidikan Nasional, 2010).

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa
atau yang di sebut dengan nama yang lain, selanjutnya di sebut dengan desa
adal ah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi,
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
Sebagali salah satu langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik
(good governance) dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dengan melalui
program wajib belgjar 9 tahun adalah merupakan suatu keharusan bagi setiap
pemerintah daerah mengigat di era sekarang untuk menuntut segala sesuatu
(termasuk mengenai pendidikan) harus di laksanakan secara baik yang sesuai
dengan peraturan.

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belgar Sembilan Tahun di
Kabupaten Mamuju khususnya di Desa Bunde Kecamatan Sampaga merupakan
salah satu desa yang melaksanakan kebijakan pendidikan tersebut dari beberapa
desa yang ada di Kabupaten Mamuju yang bertujuan untuk memberikan pelayana
pendidikan terhadap anak-anak yang putus bersekolah. Untuk suatu negara seperti
penduduk dimana kita termasuk kelompok besar yakni lebih dari dua ratus juta
jiwa. Angka yang cukup tinggi. Oleh karena itu pemerintah berusaha menekan
lgu angka anak-anak yang putus sekolah melalui kebijakan pendidikan wajib
belgjar sembilan tahun. Meskipun di desa tersebut masih terdapat jumlah anak
yang putus sekolah, semisal data di tahun 2017 sebanyak 27 anak usia 7-18 Tahun
tidak sekolah diantaranya, 8 anak yang putus sekolah, 16 anak yang belum pernah

bersekolah dan 3 orang anak cacat.



Pendidikan merupakan faktor penentu kemajuan suatu bangsa. Ketika
aspek pendidikan di suatu bangsa itu maju, maka aspek lainnya pun akan ikut
terbangun apalagi pada aspek ekonomi. Indonesia sebagai negara yang sedang
berkembang membutuhkan generasi-generasi pelanjut yang multi talenta dan
cerdas. Membangun sebuah bangsa menjadi bangsa yang cerdas bukanlah sebuah
hal yang bisa di anggap remeh. Apalagi melihat kondisi perekonomian bangsa
indonesia yang 50 % rakyatnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Sudah
tentu, kondisi ekonomi akan sangat mempengaruhi apakah seorang anak dapat
bersekolah atau tidak. Belum lagi biaya pendidikan yang terhitung cukup mahal,
sehingga sebagian dari anak-anak harus putus sekolah karena ketidakmampuan
membayar pendidkan.

Salah satu Program Pemerintah yang di nilai pro rakyat dalam bidang
pendidikan yaitu adanya Kebijakan Pendidikan Wajib Belgjar Sembilan Tahun
bagi masyarakat yang kurang maupun, tidak mampu sama sekali yang anaknya
putus sekolah ataupun yang tidak pernah sekolah. Peningkatan mutu pendidikan
merupakan isu utama peningkatan mutu sumberdaya manusia (SDM). Untuk
meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Desa khususnya Desa Bunde
Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju telah mengalokasikan Anggaran
pendapatan dan belanja Desa (APBDes) sebagal dana untuk program wajib belgjar
sembilan tahun.

Peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
Bunde lewat pendidikan menghadapai beberapa kendala di antaranya faktor

lingkungan fisik maupun non fisik. Penuntasan Keberhasilan Wajib Belgar



Sembilan Tahun dapat di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal (dalam
diri) dan faktor eksternal (luar diri) anak-anak. Faktor internal, meliputi:
kemampuan, minat, motivasi nilai-nilai dan sikap ekspektasi (harapan), dan
persepsi anak-anak tentang sekolah. Faktor eksternal meliputi: latar belakang
ekonomi orang tua, persepsi orang tua terhadap pendidikan serta usaha yang
dilakukan pemerintah. Banyaknya anak-anak yang tidak sekolah bisa di lihat dari
kedua aspek tersebut (Alwen, 2007).

Sgalan dengan keputusan pemerintah menjalankan program wajib
belgjar sembilan tahun. Hal ini di dukung oleh surat keputusan kepala Desa Bunde
Nomor 04 tahun 2017 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai sesuai amanat Undang-
undang Dasar 1945, pasal 31 ayat (1). Dalam perspektik ini pemerintah Desa
bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, Program Wagjib Belgar
Sembilan Tahun identik dengan anak-anak yang tidak bersekolah atau anak-anak
yang putus bersekolah.

Penyelenggaraan pendidikan di daerah Mamuju khusus di Desa Bunde
Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat saat ini belum
terselenggara secara optimal. Meskipun Pemerintah telah mengurus dan
menyelenggarakan dana yang cukup besar untuk pendidikan. namun mash
terdapat permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan di
Kabupaten Mamuju khususnya di Desa Bunde. Permasalahan yang bisa kita lihat
pertama yaitu masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah dan belum pernah

bersekolah. Terkait hal tersebut yang menjadi kendala ialah kepedulian orang tua



terhadap pendidikan masih kurang dan menganggap pendidikan tidak penting.
Sebagian besar masyarakat di desa tersebut mereka beranggapan bahwa tanpa
pendidikan bisa menghasilkan uang. Faktor utamanya yang lain yaitu disebabkan
karena kesulitan ekonomi, pengaruh lingkungan dan Tak sedikit anak-anak yang
bersikukuh tidak mau kembali kesekolah, karena sudah terlalu lama meninggalkan
bangku sekolah, jadi malas kembali bersekol ah.

Kepala Desa Bunde memberikan Kebijakan Pendidikan Wajib Belgar
Sembilan Tahun terhadapat masyarakat desa bunde Dalam mencegah agar anak-
anak tidak putus bersekolah dan mengembalikannya ke sekolah. Menurut
Syaukani dkk (2004) pelaksanaan adalah serangkaian tindakan dalam rangka
untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil,
seperti yang diharapkan.

Kondis ideal yang di harapkan terjadi dari Pelaksanaan Kebijakan
Pendidikan Wajib Belgar Sembilan Tahun adalah menciptakan kesadaran
pendidikan bagi anak yang ditopang oleh orang tua, lingkungan dan
masyarakatnya serta pemerintah sehingga komunikas diantara seluruh pihak
adalah kunci emas menuju perubahan. Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik
untuk meneliti dengan judul *“Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib
Belgjar Sembilan Tahun Di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten

Mamuju”



B. Rumusan Masalah :
Adapun rumusan masal ah berdasarkan latar belakang tersebut yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Pendidikan Wajib Belgjar Sembilan
Tahun di Desa Bunde K ecamatan Sampaga K abupaten Mamuju ?

2. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan
Pendidikan Wgjib Belgar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan
Sampaga Kabupaten Mamuju ?

C. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut
yaitu:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belgar
Sembilan Tahun di Desa Bunde K ecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sgja yang memengaruhi Pelaksanaan
Kebijakan Pendidikan Wajib Belgar Sembilan Tahun di Desa Bunde
K ecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

D. Maanfaat pendlitian
1. Maanfaat Teoritis
Sebagal bentuk kontribusi akademik guna menambah Khazanah
kellmuan pengembangan IImu Administrass Negara khususnya
menyangkut persoalan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belgjar
Sembilan Tahun. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi pendliti

selanjutnya yang mempunyai kesamaan minat terhadap kajian ini.



2. Maanfaat Praktis
Sebagal bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya
Pemerintah Desa dan masyarakat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi
Barat, tentang bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib
Belgar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten

Mamuju.



BAB ||
TINJAUAN PUSTAKA
A. Defenisi Pelaksanaan K ebijakan
1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau peraturan yang dibuat
oleh pemerintah yang berwenang untuk mengatasi masalah publik, sehingga
diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Dengan kata lain,
kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang
berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Menurut Eystone dalam Wahab (2012) merumuskan kebijakan publik
adalah hubungan yang berlangsung di antara unit/suatu pemerintahan dengan
lingkungannya. Demikian pula definis yang dikemukakan oleh Wilson
(2006) yang merumuskan kebijakan publik sebagai Tindakan-tindakan,
tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-
masalah tertentu, langkah-langkah yang telah / sedang diambil atau gagal
diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diambil
oleh mereka mengenai apayang telah terjadi atau tidak terjadi.

Menurut Winarno (2002) istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk
perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun
suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan
tertentu. W. |. Jenkins dalam Wahab (2008) menyebutkan bahwa kebijakan
publik adalah serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait,

berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya



dalam situasi tertentu.

Selanjutnya menurut Carl Friedrich dalam Agustino (2014)
mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan
yang di ususlkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan)
dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan
tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai yujuan
yang dimaksud.

Menurut James Anderson dalam Agustino (2014) mendefinisikan
Kebijakan Publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud
/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau
sekelompok aktor yang yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau
suatu hal yang di perhatikan.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan
bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau
tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna
memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.
Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-
ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah
sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2. Pelaksanaan Kebijakan
Kebijakan studi implementasi atau pelaksanaan adalah studi

perubahan yang terjadi dan perubahan bisa di munculkan, juga merupakan
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studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik yaitu organisasi di luar dan
di daam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu
sama lain dan motivas yang membuat bertindak secara berbeda Persons
dalam Subarsono (2005). Dalam setiap perumusan suatu tindakan apakah itu
menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu
tindakan pelaksanaan atau implementasi, karena suatu kebijaksanaan tanpa
diimplemetasikan makatidak akan banyak berarti. Sesuai dengan hal tersebuit,
Van Meter Van Horn dalam Winarno (2008) mengemukakan implementasi
kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu
(kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk
mencapal tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan
sebelummnya.

Standar dan sasaran kebijakan didasarkan pada kepentingan utama
terhadap  faktor-faktor yang menetukan  pencapaian  kebijakan.
Mengidentifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang
krusial dalam analisisimplementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian
ini menilai sgauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
telah direalisasikan. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik
pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama
dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik
secara khusus tertarik dalam mengidentifikasikan pengaruh variabel-variabel
lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Faktor-faktor implementasi keputusan-

keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van
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Mete dan Van Horn, faktor- faktor ini mempunya efek yang mendalam
terhadap pencapaian badan-badan pelaksana

Sedangkan menurut Edward (2003) implementasi kebijakan adalah
salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan
konsekuensi-konsekuens kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah
yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami
kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.
Sementara itu, sutau kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik,
dapat mengalami  kegagalan jika kebijakan  tersebut  kurang
diimplementasikan dengan baik oleh para pel aksana kebijakan.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Winarno, 2008)
menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagal
berikut : memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan,
yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun
untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-
kejadian

Berdasarkan pendapat para ahli daam menetukan tahapan
implementasi kebijakan tersebut, terlihat bahwa implementasi program adalah
tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-
pegabat terhadap sesuatu objek/sasaran yang diarahkan untuk mencapai

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
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B. Faktor-faktor Pelakasanaan kebijakan publik
Terdapat beberapateori dari beberapa ahli mengenai faktor-faktor
pel aksanaan kebijakan publik yaitu :
1) Teori George C. Edward I11
Edward 111 (dalam Suratman, 2017) berpandangan bahwa
implementasi atau pel aksanaan kebijakan di pengaruhi oleh empat faktor
yaitu:
a) Komunikasi (communication)

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-
tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab
dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kegjelasan ukuran dan tujuan kebijakan
dengan demikian perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui
secara tepat ukuran dan maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam
organisas merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang
bisa menahannya hanya untuk  kepentingan tertentu, atau
menyebarluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga
akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan
efektif, sigpa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus
mengetahui  apakah mereka dapat melakukannya.  Sesungguhnya
implementasi  kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus
mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika
para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikas

kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan di
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arahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka
lakukan sehingga jika di paksakan tidak akan mendapatkan hasil yang
optimal. Tidak cukup komunikasi kepada para implementor secara serius
mempengaruhi implementasi kebijakan.

b) Sumber daya (Resources)

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi
program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim, jika personel yang
bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya
dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf,
keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk
mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait
dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa
program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapka, serta adanya
fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan
program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan)
berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena
mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf
pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan
skill/lkemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu
adanya SDM yang bak agar dapat meningkatkan kinerja program.
Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan

konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam
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melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusu, paling
tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi  merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan
kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana
cara menyelesaikan kebijakan/ program serta bagi pelaksana harus
mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data
pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.
Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang
diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/ pengetahuan
bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti
pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja
sehingga menimbulkan inefisien. Implemetasi kebijakan membutuhkan
kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.
Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan
bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur
keuangan, balk penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan
supervisor. Fasilitas yang perlukan untuk melaksanakan kebijakan atau
program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan serta dana yang mencukupi
tanpafasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c) Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementas

kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-

bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang
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hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka
proses implemtasi akan mengalami masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon
implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan
pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan
intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin mamahami maksud
dan sasaran program namun seringkali megalami kegagalan dalam
melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada
didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari
implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana
sangat di butuhkan dalam mencapai sasaran program

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksana program
dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisen. Wujud dari dukungan
pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program,
penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program,
memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan
karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang
cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka
mendukung dan bekerja secaratotal dalam melaksanakan kebijakan/ program.
d) Struktur Organisasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan
dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma
dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan

eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan
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apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan

Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih
gaga apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang
diperlukan dalam melaksanakan kebigakan. Kebijakan yang komplek
membutuhkan kerja sama banyak orang, serta pemborosan sumber daya akan
mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan
mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam
birokrasi.

Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu
proses implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan, namun juga adanya
keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor
yang lain.

2) Teori Marilee S. Grindle

Keberhasilan implementass  menurut Grindle ( dalam Subarsono,
2011) di pengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of
policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Isi
kebijakan tersebut mencakup: sgjauh mana kepentingan kelompok sasaran
atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis maanfaat yang diterima
oleh target group, sgjauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah
kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah
kebijakan telah menyebutkan impementornya dengan rinci, dan apakah

sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.
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Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari

proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapal atau tidaknya tujuan

yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran

keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal yakni:

a)

b)

1)

Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada
aks kebijakannya.

Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimens ini diukur dengan melihat dua

faktor:

a. Dampak atau efek pada masyarakat secaraindividu dan kel ompok

b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan
perubahan yang terjadi. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan
publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat
implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:

Isi kebijakan (Content of policy) mencakup:

a. Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi  (Interest Affected).
Interest Affected  berkaitan dengan berbaga kepentingan yang
mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen
bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak
kepentingan, dan sgauh mana kepentingan-kepentingan tersebut
membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin di
ketahui lebih lanjut.

b. Tipe Maanfaat (Type of benefi).
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Pada poin ini Type of benefi berupaya untuk menunjukkan atau
men;] el askan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapajenis
maanfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh
pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

. Dergat Perubahan yang Ingin Dicapai (Extent of change envision).
Setiap kebijak memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content
of policyl yang ingin dijelaskan pada point ini adalah bahwa sgauh
mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah
memiliki skala yang jelas. Suatu program yang bertujuan mengubah
skap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih  sulit
diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan
bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.
. Letak Pengambilang K eputusan (Site of decision makin)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan
penting dalam pel aksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus
dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan
yang akan diimplementasikan. Apaka letak sebuah program sudah
tepat.

. Pelaksanaan Program (Program | mplementer)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung
dengan adanya pelaksana kebijkan yang kompeten dan kapabel demi
keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata

dengan bak, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan
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implementornya dengan rinci.

f. Sumber-sumber Daya yang Digunakan (Resources Commited)
Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.
Pelaksana kebijakan harus didukung oleh sumberdaya- sumberdaya
yang mendukung agar pel aksanaannya berjalan dengan baik.

2) Lingkungan implementasi (Context of Implementation) Mencakup :

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang
terlibat (Power, Interest, and Srategy of Actor Inolved).
Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau
kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor
yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu
implementasi kebijakan. Bila hal ini di perhitungkan dengan matang,
sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan
akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (Institution and
regime characteristic).
Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga
berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin
dijelaskan karateristik dari suatu lembaga yang akan turut
mempengaruhi suatu kebijakan

c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana (Compliance
and Responsiveness).

Hal lain yang dirasa penting dalam prose pelaksanaan suatu kebijakan
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adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka hendak
dijelaskan pada point ini adalah sgjauhmana kepatuhan dan respon dari
pelaksana dalam menaggapi suatu kebijakan. Keunikan dari model
Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks
kebijakan, khususnya yang menyangkut implementor, penerima
implementas, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para
aktor implementasi, serta kondisi-kondis sumbe daya implementasi
yang di perlukan.
3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011) ada tiga
kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni
karakteristik dari masalah (tractability of the problems) karakteristik
kebijakan /undang-undang (ability of statue to structure implementation) dan
variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).

4) Teori Donad S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011) ada lima variabel
yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sarana
kebijakan , sumberdaya, komunikas antarorganisasi dan pengutan aktivitas,
karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Menurut
pandangan edward IlIl (ddam Winarno, 2008) proses komunikas di
pengaruhi tiga hal peting, yaitu:

a) Faktor pertama yang berpengaruhi terhadap komunikasi kebijakan adalah

transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan,
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ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah di buat dan suatu
perintah untuk pelaksanaannyatelah dikeluarkan.

Faktor  kedua adalah  keelasa, jika  kebijakan-kebijakan
diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-
petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana
kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Sering
kai instruksi-instruks yang di teruskan kepada pelaksana kabur dan
tidak menetapkan kapan bagaimana suatu program dilaksanakan.

Faktor ketiga adalah konsistens, jika implementasi kebijakan ingin
berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten
dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada
pel aksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka
perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan

menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut William (dalam Nawawi, 2007) menyatakan bahwa masalah

yang paling penting dalam implementasi kebijakan memindahkan sesuatu

keputusan ke dalam kegiatan ataupun pengoperasian dengan caratertentu. Dan

cara tersebut adalah bahwa apa yang dilakukan mempunyai kemiripan dengan

keputusan serta berfungsi dengan baik dalam hal lingkup lembaganya. Hal ini

mengandung pesan yang jelas dibanding dengan kesulitan menjembatangi

jurang pemisah antara keputusan kebijakan dan bidang kegiatan yang dapat

dikerjakan.

Keberhasilan kegiatan atau kebijakan juga berdasarkan proses
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implementasi  dan prespektif hasil. Pada prespektif proses, kebijakan
pemerintah dinyatakan berhasil apabila pelaksanaannya sesuai sesuai dengan
prosedur dan ketentuan pelaksana yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan
yang terdapat di dalamnya yakni pelaksanaannya, agen pelaksana kelompok
sasaran dan maanfaat kebijakan. Sedangkan pada prespektif hasil, kebijakan
dinilai berhasil apabila kebijakan membawa dampak seperti yang diinginkan.
Suatu kebijakan mungkin sgja berhasil dilihat dari sudut pandang proses,
tetapi boleh jadi gagal di tinjau dari dampak yang dihasilkan ataupun
sebaliknya.
C. Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun

Kebijakan pendidikan menurut Nugroho (2008) diartikan sebagai
kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan,
yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana tujuan tersebu.t

Pendapat lain menurut Rohman (2009) kebijakan  pendidikan
merupakan bagian dari kebijakan Negara atau kebijakan publik pada
umumnya. kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur
khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, aokasi dan distribusi
sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan
(educational policy) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik
yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik
terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk
suatu arah tindakan, program, serta rencanarencana tertentu dalam

menyel enggarakan pendidikan.
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Berdasarkan pada beberapa pandapat mengenai kebijakan pendidikan
di atas maka dapat dissmpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan
suatu sikap dan tindakan yang di ambil seseorang atau dengan kesepakatan
kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatas masalah atau
suatu persoalan dalam dunia pendidikan.

UU No. 47 tahun 2008 tentang wajib belgar mengamanatkan bahwa
setigp warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan
dasar. Pasal (1) menyebutkan bahwawajib belgjar adalah program pendidikan
yang minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung
jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan dasar adalah jenjang
pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, bentuk SD dan
MI/ bentuk lain sedergjat serta SMP dan madrasah Tsanawiyah/ bentuk lain
yang sedergjat.

Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Bunde Nomor 4 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penuntasan Wajib Belgjar Sembilan
Tahun Desa Bunde K ecamatan Sampaga K abupaten Mamuju. Menetapkan
Kesatu : Membentuk Tim Percepatan Penuntasan Wajib Belgjar Sembilan
Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampran |
(satu) keputusan ini. Kedua : Indikator Desa Tuntas Wajib Belgjar Sembilan
Tahun Di Desa Bunde sebagaimana tersebut dalam lampiran 1l (dua)
keputusan ini. Ketiga : Tugas Tim sebagaimana di maksud dictum Kesatu
sebagal berikut : (2) Merumuskan strategi penuntasan wajib belgjar sembilan

tahun; (b) mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan
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dengan upaya penuntasan wajib belgar sembilan tahun; (c) Memantau
Perkembangan anak yang telah di kembalikkan ke sekolah melalui program
pengembalian anak kesekolah; (d) menfasilitasi terbentuknyatim tuntas wajib
belgjar sembilan tahun tingkat desa; (€) melakukan monitoring dan evaluas
implementasi program percepatan penuntasan wajib belgjar sembilan tahun;
(f) melaporkan hasil implementasi program percepatan penuntasan wajib
belgjar sembilan tahun. Keempat : Sekretariat Tim Percepatan Penuntasan
Wagjib Belgar Sembilan Tahun Berkedudukan di Desa Bunde. Kelima :
segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan
kepada APBDes, serta dari pihak yang tidak mengikat. Keenam : keputusan
ini mulai berlaku sgjak tanggal yang di tetapkan yaitu 12 Mel 2017.

Pelaksanaan pendidikan dasar untuk semua tentunya diperlukan
ketentuan-ketentuan tertentu sebagaimana di dalam Deklarasi PBB tentang
Hak Atas pembangunan yang di adops oleh sidang umum bulan Desember
Tahun 1986. Kewagjiban negara dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah
mel aksanakan wajib belgjar diperlukan hal-hal sebagai berikut: 1) tersedianya
sarana, seperti: gedung sekolah dan tempat pelaksanaan wajib belgjar lainnya
(appealability), 2) keterjangkauan (accessability) sarana pelaksanaan wajib
belgar, 3) penerimaan (acceptability) yaitu diterima tidaknya bentuk
kelembagaan pendidikan oleh rakyat, dan 4) kesesuaian (adaptability) yaitu
kesesuaian lembaga-lembaga pendidikan dengan kebutuhan lingkungannya
(Tilaar, 2006).

Program Pendidikan Wajib Belgjar Sembilan Tahun pada hakekatnya
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berfungs memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia
yang berusa 7-15 tahun agar masing-masing memperoleh sekurang-
kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat
berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penelitian Abdillah (2010) menyebutkan bahwa permasalahan dalam
program wajib belgar sembilan tahun, antara lain: tingkat pendidikan orang
tua mempunyai angka partisipasi yang rendah, mata pencaharian/pekerjaan
dan pendapatan orang tua mempunyai angka partisipasi yang sangat rendah,
karakteristik keluarga berperan dalam penuntasan program wajib belagjar
sembilan tahun, angka partisipas lingkungan tempat tinggal rendah,
kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan terhitung rendah.
. Kerangka Pikir

Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, yang di dalammnya mengatur dan mengarahkan tentang
peyelenggaraan sistem pendidikan di indonesia. Mandat yang sangat penting
adalah di berikannya kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, bak
Kabupaten Kota maupun Desa. Dapat menetapkan rancangan induk
penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangannya. Sejalan dengan hal ini
Pemerintah Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju
membentuk Peraturan Daerah Melalui Surat Keputusan (SK)Desa Bunde No
4 Tahun 2017 tentang Wajib Belgar Sembilan Tahun guna mengurangi angka
anak-anak yang putus bersekolah maupun yang tidak bersekolah yang telah

dilakukan selama satu Tahun terakhir ini.
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Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belgiar Sembilan Tahun di
Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju adalah sebuah
pemaanfaatan kebijakan pemerintah dalam memberikan Pelayanan
Pendidikan Terhadap Masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah yang
dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran yang
sesua dengan judul dan teoripelaksanaan kebijakan publikyang dikemukakan
oleh Edward 11l dalam Suratman (2017), digunakan 4 indikator yakni : (1)
Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposis, (4) Struktur Organisasi, serta
faktor Pendukung dan Penghambat. Sehingga mencapai keberhasilan yang di
harapkan.

Bagan 1 Kerangka Pikir

Pelaksanaan K ebiajakan Pendidikan di Desa
Bunde Kecamatan Sampaga
Kabupaten Mamuju

Faktor ﬂ Faktor
Pendukung 1. Komunikasi Penghambat
- Fasllitas sarana 2. Sumber Daya - Sosidisas
perlengkapan j\l/ 3. Disposisi kebijakan
sekolah 4. Struktur Organisas - Komitmen
- Arahan Kepala implementor
Desa ﬁ

Efektivitas Wajib Belajar
Sembilan Tahun
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. Fokus Pendlitian
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belgjar Sembilan Tahun di

Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Dengan beberapa

indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi.

. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Komunikasi adalah bagaimana suatu kebijakan dikomunikasikan dan
disampaikan kepada organisasi maupun publik. Komunikasi antara Kepala
Desa, pihak Dinas dengan Sekolah serta Masyarakat untuk mengetahui apa
yang harus dilakukan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib
Belgar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga K abupaten
Mamujul.

2. Sumber Daya yaitu Sumber-sumber yang penting untuk mendukung
Pelaksanaan K ebijakan Pendidikan Wajib Belgjar Sembilan Tahun di Desa
Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, melipiti: anggaran yang
dapat menunjang pel aksanaan program wajib belgjar.

3. Digposisi adalah komitmen para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan
Pendidikan Wajib Belgar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan
Sampaga K abupaten Mamuju terhadap masyarakat.

4. Struktur Organisas adalah adanya standar operating procedures (SOPs)
dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belgar Sembilan Tahun

di Desa Bunde Kecamatan Sampaga K abupaten Mamujul.



BAB |11
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokas Penelitian

Penelitian ini berlangsung kurang lebih 2 bulan mula bulan
November sampai Desember 2018 dan Berlokasi di Desa Bunde Kecamatan
Sampaga Kabupaten Mamuju Provins Sulawesi Barat. Mengenal,
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belgjar Sembilan Tahun. Alasan
memilih Desa tersebut karena masih Terdapat anak-anak yang tidak
bersekolah dan putus bersekolah, karena belum mendapatkan pelayanan

pendidikan secara baik.

B. Jenisdan Tipe Penelitian
a Jenis Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian adalah untuk memberikan
gambaran mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belgar
Sembilan Tahun di Desa Bunde K ecamatan Sampaga K abupaten Mamuju
secara objektif, maka pada penelitian ini menggunakan metode
Kualitatif yang menggambarkan realita empirik di balik fenomena
secara mendalam, rinci dan tuntas dengan menjelaskan sedetail
mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta. Metode
kualitatif juga di sebut metode artistik, karena proses penelitian lebih
bersifat seni (kurang terpola) dan di sebut sebagai metode interpretive
karena data hasil penelitian lebih berekenaan dengan interprestasinya

terhadap data yang ditemukan dilapangan.
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b. Tipe penditian
Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan
fenomenologi yakni suatu bentuk penelitian yang menekankan pada
subyektivitas pengalaman hidup manusia untuk mengungkapkan kejadian
atau fakta, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian
berlangsung..
C. Sumber Data

1. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan
berupa informasi, persepsi dan tanggapan yang berkaitan dengan tujuan
penelitian ini, yaitu dengan melakukan obsevasi dan wawancara
(interview) terhadap beberapa orang yang di anggap cakap memberi
informasi yang akurat, seperti Kepala Desa, Masyarat dan Anak-anak
yang tidak bersekolah. mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan
Wagjib Belgar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga
Kabupaten Mamuju.

2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya
dari data-data yang diolah sebelumnya dari Kantor Desa menjadi
seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan

informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.
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D. Informan Penéeliti

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan
informan penelitian ini. Purposive sampling merupakan teknik penentuan
informan dengan pertimbangan tertentuyang dianggap paling tahu tentang
permasalahan penelitian ini sehingga akan memudahkan peneliti menjelgjahi
situasi yang akan diteliti. Sesuai dengan kebutuhan peneliti terkait dengan
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wagjib Belgjar Sembilan Tahun di Desa
Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju maka informan dalam
penelitian ini adalah sebagal berikut :

Tabd 1 Informan Pendlitian.

NO NAMA INISIAL JABATAN KETERANGAN
Pendidikan

2 | winamo | W | G | oW
3 | H. Ridwan HR Kepala Sekolah 1 Orang
4 Darma DA M asyarakat 1 Orang
5 Kusrini Kl M asyarakat 1 Orang
6 Tukimin TN M asyarakat 1 Orang
7 Mashuri MI Masyarakat 1 Orang

Jumlah 7 Orang

Sumber :Data Primer Pendliti, 2018
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E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data informasi yang di
butuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan
data sebagai berikut :
1. Observas
Observasi yang dimaksdu dalam pendlitian ini adalah pendliti
terlebih dahulu melihat kondisi dilapangan bailk dalam lingkungan
penelitian maupun lingkungan narasumber yang akan diwawancarai secara
lebih lanjut dan sistematis. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di
Desa Bunde Kecamatan Samapaga Kabupaten Mamuju terkait dengan
Pelaksanaan K ebijakan Pendidikan Wajib Belgjar Sembilan Tahun.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan oleh penéliti dilakukan secara langsung atau
tatap muka secara lugas, santai dan sopan oleh berbagai narasumber atau
informan secara sistematis dengan mengacu pada pedoman wawancara
yang dibuat peneliti sebelum berhadapan langsung kepada narasumber
atau informan. Adapaun berbagai informan tersebut meliputi: Kepala
Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Desa, Kepala Sekolah Dan Masyarakat
Desa Bunde K ecamatan Sampaga K abupaten Mamuju.
3. Dokumentasi
Adapun teknik dokumentasi yang pendliti lakukan dilapangan
dalam pengumpulan data yaitu menggunakan perekaman suara melalui

hanphone dan melakukan pengambilan data dalam bentuk dokumen dan
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file yang berkaitan dengan objek penelitian, serta gambar tempat
penelitian dan informan yang di wawancarai.
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu.

anataralain sebagai berikut :

1. Reduks Data
Mereduks data berarti merangkum, memilih ha-ha yang pokok
memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan paolanya.
Dengan demikian, data yang telah direduksikan memberikan gambaran
yang lebih jelas dalam hal ini gambaran tentang Pelaksanaan Kebijkan
Pendidikan Wajib Belgar Sembilan Tahun Di Desa Bunde Kecamatan
Sampaga Kabupaten Mamuju, sehingga peneliti dalam melakukan
pengumpulan data sebelumnya.

2. Penygjian data
Penygjian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antara kategori dan sgenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha
untuk menguranikan secara singkat tentang Pelaksanaan Kebijkan
Pendidikan Wajib Belgar Sembilan Tahun Di Desa Bunde Kecamatan
Sampaga K abupaten Mamuju.

3. Penarikan kesimpulan
Langkah ketika dalam analis data adalah penarikan kesimpulan dan

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru
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yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau
gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai Pelaksanaan Kebijkan
Pendidikan Wajib Belgar Sembilan Tahun Di Desa Bunde Kecamatan
Sampaga K abupaten Mamuju.
G. Pengabsahan Data
K eabsahan dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang cepat.
Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi yaitu taktik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadapa data itu yaitu
sebagal berikut :
1. Trigulasi Sumber
Trigulasi sumber berarti membandingkan cara mengecek ulang dergjat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.
Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara,
membandingkan apa yang dlakukan umum dengan yang dikatakan dengan
pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Trigulasi Teknik
Trigulasi teknik untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
Misalnya data diperoleh wawancara lalu dicek dengan observasi. Apabila
teknik pengujian data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka
peneliti melakukan diskus lebih lanjut kepada sumber data yang

bersangkutan untuk memastika data mana yang dianggap benar.
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3. Trigulasi Waktu
digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data
sebagal sumber dengan cara dan berbagai waktu perubahan suatu proses

dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu kewaktu.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskrips Objek Pendlitian

1. Letak dan LuasDesa

Desa Bunde merupakan salah satu Desa yang termasuk dalam
K ecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Di sebelah utara berbatasan dengan
Desa Tarallu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanambuah, sebelah
barat berbatasan dengan Desa Toabo Kecamatan Papalang dan sebelah timur
Desa Bonda Kecamatan Papalang. Luas wilayah Desa Bunde tercatat
1.754,45 Ha. yang memiliki ketinggian 20 m dari permukaan laut dengan
curah hujan rata-rata 2.300 mm / 5 bulan dan suhu rata-rata 28-30°C.

Desa Bunde terbagi dalam 11 Dusun yang terdiri dari:
(1) Dusun Bunde, (2) Dusun Wonosari, (3) Dusun Rawa Sari, (4) Dusun
Sumpuloloe, (5) Dusun Girimulia, (6) Dusun Rawang Mangun, (7) Dusun
Takosang, (8) Dusun Takosang Tengah, (9) Dusun Bone Barru, (10) Dusun
Takosang Selatan, (11) Dusun Takosang Utara.
2. Struktur Organisas

Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan di  bagi,
dikelompokkan dan dikoordinaskan secara formal. Adapun struktur
organisasi pemerintahan desa bunde kecamatan sampaga kabupaten mamuju
yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Tu Dan Umum, Kaur
perencanaan, Kaur Keuangan. Kasi kesgjahteraan, Kasi Pemerintahan, Kasi

Pelayanan dan Kepala Dusun. adalah sebagai berikut:
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3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,

melaksanakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa,

dan pembinaan kemasyarakatan.

b. Sekretaris Desa berkedudukan membantu Kepala Desa dalam bidang

administrasi pemerintahan.Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Desa

mempunyai fungsi:

1)

2)

3)

4)

Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisas,
perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan  dan
pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga
pemerintahan desa lainnya.

Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data
dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi

program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan
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pelayanan administrasi  pendukung pelaksanaan  tugas-tugas

pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai

fungsi:

1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti
melaksanakan urusan ketatausshaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan
administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa
dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi,
perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

2) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan
urusan perencanaan seperti  menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evauas
program, serta penyusunan laporan.

3) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan
urusan keuangan seperti pengurusan administras  keuangan,
administrasi  sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administras keuangan, dan admnistrasi penghasilan
Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan
desalainnya.

d. Kepala Seks bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana
tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi

mempunyai fungs :
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1) Kepala Seks Kesgahteraan mempunyai fungss melaksanakan
pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan, dan tugas sosidisasi serta motivas
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungss melaksanakan
mangemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulas
desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan
dan pengelolaan Profil Desa.

3) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan
dan motivas terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial
budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai

unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa

dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki
fungsi:

1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan

dan pengel olaan wilayah.
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2) Mengawas pel aksanaan pembangunan di wilayahnya.

3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga
lingkungannya.

4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan  dan
pembangunan.

4. Vis dan Misi Desa Bunde

a. Vis

Vis adalah rumusan ideal mengenai masa depan Desa yang
merupakan cita-cita Pemerintah dan Masyarakat Desa mengena keadaan
yang ingin diwujudkan.

Dalam merumuskan Visi desa Bunde untuk jangka panjang 15
(lima belas) Tahun ke depan harus memperhatikan Visi Kabupaten
Mamuju Jangka Panjang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2005-
2025 yaitu  “Terwujudnya Kabupaten  Mamuju  sebagal
Daerah Agribisnis, Industri dan Pariwisata yang berwawasan lingkungan
dan Religius serta berbudaya melaui Pembangunan Berbasis Gotong
Royong pada Tahun 20257, danVis Kabupaten Mamuju Jangka
menengah sebagaimaa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Mamuju Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
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Menengah Daerah Kabupaten Subnag Tahun 2010-2014 yaitu
“Terwujudnya mamuju sebagai Kabupaten-kabupaten yang berbasis
Gotong-royong pada Tahun 2014”, disamping itu di Desa Bunde telah
ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Desa Bunde
Tahun 2010-2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Desa
Bunde Nomor 06 Tahun 2011, dengan Vis jangka panjang Desa Bunde
yaitu “Terwujudnya Bunde sebagai Desa Agribisnis, maju dan
sejahtera pada tahun 2025, juga memperhatikan potensi sumberdaya
yang ada di desa danmasal ah yang dihadapi desa berdasarkan hasil kajian
permasalahan dan prioritas tindakan yang layak sesuai dengan urutan
peringkat dalam sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut
diatas, maka pemerintah Desa Bunde menetapkan Visi jangka menengah
yaitu : “Tercapainya masyarakat Desa Bunde sebagai penghasil
beras organik, dinamis dan berbudaya gotong-royong pada tahun
20217,
b. Mis

Misi adalah rumusan umum mengenai cara-cara yang harus
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Oleh karena itu dalam upaya mewujudkan Visi Desa Bunde
jangka Menengah yaitu “Tercapainya masyarakat Desa Bunde
sebagal penghasil beras organik, dinamis dan berbudaya gotong-royong.

5. Kondis Penduduk
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Penggambaran kondisi penduduk Desa Bunde kecamatan sampaga
antara lain akan dikemukakan berdasarkan kelompok umur, mata
pencaharian, dan tingkat pendidikan. Di desa bunde jumlah penduduk adalah
3.668 jiwa yang terdiri dari jumlah kepala keluarga 190 KK, laki-laki
berjumlah 1850 jiwa dan perempuan berjumlah 1818 jiwa. Berikut ini
peneliti akan menggambarkan lebih rinci kondisi penduduk Dgesa Bunde
Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dalam bentuk tabel sebagai
beriakut:

a. Kondisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.

Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan data tentang Kondisi
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Bunde K ecamatan Sampaga
Kabupaten Mamuju.

Tabel 2 Kondis Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Desa
Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

No Kelompok Persentase
umur Jumlah (%)
1 0-6 316 7,48
2 7-10 384 9,09
3 12-25 1113 26,36
4 26-60 2.206 52,26
5 61-70 202 4,78
Jumlah 4221 100%

Sumber: Kantor Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju
November 2018.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penduduk Desa Bunde
terdiri dari penduduk kelompok umur 26-60 tahun sebanyak 2.206 jiwa

dengan persentase 52,26 dan umur 12-25 tahun sebanyak 1.113 jiwa dengan



42

persentase 26,36 persen serta umur 7-10 tahun sebanyak 384 jiwa dengan
persentase 9,09 persen. Sedangkan umur 0-6 tahun sebanyak 316 jiwa dengan
persentase 7,48 persen dan umur 60-70 tahun sebanyak 202 jiwa dengan
persentase 4,78 persen.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Desa Bunde didominasi oleh
penduduk dengan kelompok umur 26-60 tahun yang tergolong dalam
kelompok usia produktif dengan persentase 52,26 persen.

b. Kondisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencharian

Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan data tentang Kondisi
Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Bunde Kecamatan
Sampaga K abupaten Mamuju.

Tabd 3 Kondis Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Bunde
Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuiju.

NO Jenis Jumlah Persentase

Mata Pencaharian (%)

1 | Petani/Perkebunan 788 36,73
2 | Buruh Tani 61 2,84
3 | Peternak 120 5,56
4 | PNS 51 2,38
5 | TNI/POLRI 7 0,33
6 | Bidan Desa 4 0,18
7 | Karyawan Swasta 20 0,93
8 | Pedagang 51 2,38
10 | Perikanan 15 0.69

Jumlah 2.145 100 %

Sumber: Kantor Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju
November 2018.
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penduduk Desa Bunde
Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju terdiri dari penduduk bermata
pencaharian petani/perkebunan sebanyak 788 orang dengan persentase 36,73
persen, dan Buruh Tani sebanyak 61 orang dengan persentase 2,84 persen.
Sedangkan Peternak sebanyak 120 orang dengan persentase 5,56 persen dan
Pedagang sebanyak 51 dengan persentase 2,38 persen.

Hal tersebut membuktikan bahwa Desa Bunde K ecamatan Sampaga
Kabupaten Mamuju haraian di dominasi oleh penduduk dengan bermata
pencaharian petani/perkebunan dengan persentase 36,73 persen.

c. Kondis Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Daam penelitian ini peneliti mengungkapkan data tentang Kondisi
Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Bunde K ecamatan
Sampaga K abupaten Mamuju.

Tabel 4 Kondis Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa
Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

NO Tingkat Jumlah Persentase

Pendidikan (%)

1 | Belum/Tidak Sekolah 1.046 25,17

2 | Belum/Tidak Tamat 810 19,49

3 | Tamat SD 1.152 27,72

4 | Tamat SMP/Sedergjat 508 17,17

5 | Tamat SMA/Sedergat 545 13,11
6 | Perguruan Tinggi 4 0,09

Jumlah 4.155 100 %

Sumber: Kantor Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju
November 2018.
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penduduk Desa Bunde
Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju yang belum atau tidak bersekolah
sebanyak 1.046 orang dengan persentase 25,17 persen dan belum/tidak tamat
sebanyak 810 orang dengan persentase 19,49 persen. Dan Penduduk Desa
Bunde yang terdiri dari penduduk dengan tingkat pendidikan Tamat SD
sebanyak 1.152 orang dengan persentase 27,72 persen dan Tamat
SMP/Sedergat sebanyak 598 dengan persentase 17,17 persen dan Tamata
SMA/Sedergjat sebanyak 545 orang dengan persentase 13,11 persen dan
Perguruan Tinggi sebanyak 4 orang dengan persentase 0,09 persen.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Desa Bunde Kecamatan Sampga
Kabupaten mamuju didominasi oleh penduduk yang belum atau tidak
bersekolah dengan persentase sebanyak 25,17 persen.

. Hasll Pendlitian Pelaksanaan K ebijakan Pendidikan Wajib Belajar
Sembilan Tahun Di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten
Mamuju

Sebagai mana dengan tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab
sebelumnya yaitu, untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Kebijakan
Pendidikan Wajib Belgjar Sembilan Tahun Di Desa Bunde Kecamatan
Sampaga Kabupaten Mamuju Dan Faktor-Faktor Apa Sga Yang
Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belgar Sembilan
Tahun Di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Kebijakan
tersebut telah ada sgak tahun 2017 sampai sekarang. Adapun Indikator
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belgjar Sembilan Tahun di Desa

Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju yakni: 1) Komunikasi 2)
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Sumber Daya 3) Disposisi 4) Struktu Organisasi serta faktor pendukung dan

penghambat. Berikut ini penjelasan dari beberapaindikator diatas:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan, karena komunikasi,
sgiumlah unit dalam organisasi akan dapat komunikasikan berdasarkan
rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi.
Komunikass merupakan hubungan dimana terdapat tukar menukar
pendapat atau informas di antara anggota atau kelompok masyarakat
tentang mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belgar
sembilan tahun di desa bunde kecamatan sampaga kabupaten mamuijul.
Maka dari itu komunikass merupakan hubungan suatu upaya yang
dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain
dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau ide yang
disampaikannya kepada orang tersebut.
Berikut wawancara peneliti dengan MT selaku kepala Cabang

Dinas Pendidikan Kecamatan Sampaga mengatakan bahwa:
“Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan sehingga banyak
msayarakat yang kurang tahu tentang wajib belgar sembilan tahun karena
kurangnya sosiadisasi antara masyarakat dan pihak-pihak pelaksana
kebijakan pendidikan di desa bunde yang kurang memberikan arahan

tentang pentingnya pendidikan” (Hasil wawancara MT, 21 November
2018).

Berdasarkan wawancara peneliti  dengan MT mengenai
komunikasi menurut saya komunikasi belum berjalan lancar yang terjalin
antara masyarakat dan pihak-pihak pelaksana kebijakan pendidikan di desa

bunde dalam rangka melakukan sosialisasi ketiap-tiap dusun yang ada di
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desa bunde tentang pentinya pendidikan.

Komunikasi sangatlah penting yang dilakukan untuk
sosialisasikan tentang wajib belgjar sembilan tahun kepada masyarakat
karena masih terdapat masyarakat yang kurang tahu akan pentingnya
pendidikan terhadap anak-anak mereka karena kurangnya koordinasi
antara pihak-pihak pelaksana dan masyarakat sehingga masih terdapat
masyarakat yang belum mengikuti wajib belgjar sembilan tahun.

Berikut wawancara peneliti dengan BW selaku kepala desa
bunde kecamatan sampaga mengatakan bahwa:

“Komunikasinya sudah berjalan dengan baik semua kami libatkan yaitu
bhabinkamtibmas, kemudian ada dari pihak sekolah, Kcd, Tokoh-tokoh
masyarakat, Tokoh-tokoh Agama kami libatkan, hanya sgja masyarakat

menganggap baharwa baca menulis bagi anak-anak mereka itu sudah
cukup” (Hasil wawancara BW, 26 November 2018).

Berdasarkan wawancara penditi dengan BW mengenal
komunikasi menurut saya sudah berjalan dengan baik antara kepala desa
dengan para pihak-pihak pelaksanaan lainnya hanya memang pemahaman
dari masyarakatnya mengenai pendidikan masih kurang.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti  komunikasi
sangatlah mempengaruhi keberhasilan dalam suatu susunan kinerja karena
komunikas tidak bisa di pisahkan dengan koordinasi komunikasi yang
dilakukan antara pihak-pihak pelaksana dan masyarakat adalah
komunikas langsung mereka bertemu langsung dengan masyarakat dan

menjelaskan tentang wajib belgjar sembilan tahun.
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Berikut wawancara peneliti dengan HR selaku kepala sekolah SD

Inpres Bunde kecamatan sampaga menyatakan bahwa:
“iya komunikasi dari pihak desa sudah pernah dilakukan kami juga sudah
di konfirmasi sebelumnya di sosialisasikan kepada orang tua siswa bahwa
sekarang itu minimal masyarakat indonesia wajib menempuh pendidikan
selama sembilan tahun yang mana sudah masuk usia sekolah harus masuk
sekolah, ada yang putus sekolah di usahakan untuk masuk sekolah” (Hasil
wawanncara HR, 1 Desember 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa
komunikas sangatlah penting dilakukan agar masyarakat bisa paham
betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka yang usianya sudah
mencapai usia sekolah wajib untuk di sekolahkan.

Berikut wawancara peneliti dengan DA selaku masyarakat desa
bunde kecamatan sampaga mengatakan bahwa:

“program dari desa tentang wajib belajar sembilan tahun ini sangat

membantu kami karena kami dapat menyekolahkan anak-anak kami
(hasil wawancara DA, 27 November 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa
program wajib belgjar sembilan tahun sangat membantu masyarakat dalam
menyekolahkan anak-anak mereka.

Masih banyak masyarakat yang acuh tentang pendidikan wajib
belgjar sembilan tahun walaupun pemerintah desa sudah melakukan
sosidlisasi di berbagai dusun di wilayah desa bunde respon masyarakat
acuh tentang keberadaan program wajib belgjar sembilan tahun.

Berikut wawancara pendliti dengan Kusrini selaku masyarakat

desa bunde kecamatan sampaga mengatakan bahwa:
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“kurangnya komunikasi yang di lakukan oleh pemerintah setempat
sehingga masih terdapat masyarakat yang kurang mengerti tentang wajib
belgjar sembilan tahun” (Hasil wawancara Kl, 28 November 2018).

Berdasarkan wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa
kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat sehingga
masih terdapat masyarakat yang kurang paham tentang pentingnya
pendidikan.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat berkesimpulan bahwa
antara beberapa pihak yang terlibat dalam program ini komunikasi sudah
menjadi unsur utama dalam keberhasilan program wajib belgar sembilan
tahun ini, sebagai mana di sampai kan oleh Kepala Cabang Dinas
Pendidikan, Kepala Desa Bunde, dan pendapat Masyarakat, yakni kerja
sama antara para tokoh, Organisasi-Organisasi  Pemerintah,
Nonpemerintah dan masyarakat belum berjalan dengan baik di lihat dari
sosialisasinya yang masih kurang. Hal ini tidak sesuai dengan teori dari
Edward 111 (2014) Mengemukakan bahwa komunikasi dilihat dari segi
sosialisasi dalam suatu pelaksanaan atau implementasi kebijakan sangat
menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau
implementasi kebijakan publik.

. Sumber Daya

Dalan sumber daya, meskipun is kebijakan sudah
dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor
kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan

berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya
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manusia, dan sumber daya finansial. Indikator dalam variabel ini terdiri
dari beberapa elemen, yaitu anggaran, sumber daya utama dalam
pelaksanaan kebijakan adalah anggaran. Kegagalan yang sering terjadi
dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan anggaran yang
tidak mencukupi dan memadai. Diperlukan pula kecukupan anggaran
dengan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau
mel aksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Cabang Dinas
Pendidikan Kecamatan Sampaga mengatakan bahwa:
“sumber daya Anggaran yang berlaku dalam kebijakan ini telah ditentukan
oleh pihak pemerintah desa kami hanya sebaga penyambung tangan

dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belgjar sembilan tahun di
desa bunde ini” (Hasil wawancara MT, 26 Novemer 2018).

Berdasarkan wawancara dengan M T dapat peneliti ketahui bahwa
sumber daya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan wajib belgar
sembilan tahun di desa bunde sudah di tentukan oleh pihak pemerintah
desa dan pihak cabang dinas hanya bereperan sebagai penyambung tangan
dari pelaksnaan kebijakan tersebut.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan BW selaku Kepala Desa
Bunde K ecamatan Sampaga menyampaiakan bahwa
“sumber daya tentang anggaran sudah menjadi faktor pendukung dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut anggaran yang di gunakan untuk
pelaksaaan kebijakan tersebut yaitu dari APBDes dalam bentuk sarana

seperti sepatu, baju dan tas sekolah dalam jumlah yang tidak menentu.”
(Hasil wawancara BW, 26 November 2018).

Berdasarkan wawancara dengan BW dapat peneliti ketahui bahwa

salah satu faktor yang mendukung program wajib belgjar sembilan tahun
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yaitu anggaran dari APBDes, dalam bentuk sarana perlengkapan sekolah
berupatas, sepatu dan seragam pakaian sekolah.

Begitupun hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Inpres
Bunde K ecamatan Sampaga mengatakan bahwa

“sumber daya yang di berikan dari pihak desa yaitu di biayai dengan di
berikan Tas, Sepatu dan baju seragam sekolah, tetapi orang tuanya saya
lihat sekedar memenuhi dan memotivasi sgja anak-anak di kasi tas sepatu
dan baju. Seandainya di kasi uang beasiswa setiap bulan tidak juga di kasi,
cuman sepatu tas dan baju seragam sekolah hanya itu sgja. Tidak ada
beasiswa tindak lanjut. Seandainya tiap bulan dikontrol ada beasiswa
apapun masalahnya di kasi lagi tetapi nayatanya hanya berupa sarana sgja
yang di berikan tdk ada beasiswa tambahan yang lain seperti itu yang saya
lihat. (Hasil wawancara HR, 1 Desember 2018).

Berdasarkan wawancara dengan HR dapat peneliti ketahui bahwa
sumber daya yang di berikan dari pihak desa terhadap anak-anak yang
putus bersekolah maupun yang tidk bersekolah hanya berupa tas, sepatu
dan baju seragam sekolah. Dan tidak ada beasiswa tindak lanjut.

hasil wawancara dengan Darma masyarakat Desa Bunde
Kecamatan Sampaga mengatakan bahwa
“Sumber daya yang kami terima hanya berupa sarana perlengkapan
sekolah sgja berupa tas, sepatu, pakaian seragam sekolah, itu sgjatidak ada
beasiswa tambahan lain” (Hasil wawancara DA, 27 November 2018).

Berdasarkan wawancara dengan DA dapat penedliti ketahui bahwa
sumber daya yang di di terima oleh masyarakat desa bunde dalam
pelasanaan kebijkan pendidikan wajib belgjar sembilan tahun yaitu berupa
bantuan tas, sepatu dan pakaian seragam sekolah.

Sama halnya dengan bapak Mashuri Masyarakat desa bunde

memaparkan bahwa:
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“Sumber daya yang telah kami terima dari kebijakan pendidikan wajib
belgjar sembilan tahun di Desa Bunde sudah baik karena dapat membantu
dalam mengurangi biaya perlengkapan sekolah bagi anak-anak kami tetapi
yang kami terima hanya berupa perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu
dan baju seragam sekolah dan kalau bisa perlu di tingkatkan lagi” (Hasil
wawancara M1, 29 November 2018).

Berdasarkan wawancara dengan M1 dapat peneliti ketahui bahwa
sumber daya yang di di terima oleh masyarakat desa bunde dalam
pelasanaan kebijkan pendidikan wajib belgar sembilan tahun sangat
membantu dalam mengurangi biaya perlengkapan sekolah bagi anak-anak
mereka.

Sama halnya dengan pendapat ibu Kusrini selaku ibu rumah
tangga desa bunde mengatakan bahwa:

“Alahmdulillah jika di lihat dari anggaran yang telah kami terima dari
pemerintah desa sudah baik, walaupun hanya berupa perlengkapan sekolah

dan ini sangat memebantu bagi kami masyarakat yang ingin
menyekolahkan anak kami” (Hasil wawancara Kl, 28 November 2018).

Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa
sumber daya berupa Anggaran yang di terima oleh pihak masyarakat
sangat mendukung dalam pelasanaan kebijkan pendidikan wajib belgar
sembilan tahun, walaupun sumber daya yang di terima dari pihak desa
hanya berupa bantuan tas, sepatu dan baju perlengkapan sekolah itu sudah
cukup di lihat dari berjalannya program ini. Hal tersebut sependapat
dengan teori yang di kemukakan oleh Marile S. Grindle (2016)
mengemukakan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan juga harus di dukung
oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan

dengan baik.
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3. Disposisi
Kecenderungan perilaku atau karakteristik dan pelaksana
kebijakan berperan penting untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan
yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Karakter penting yang harus
dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang
tinggi terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan . sikap dari pelaksana
kebijakan akan berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan. Apabila
implemetor memiliki sikap yang baik maka akan dapat menjelaskan
kebijakan dengan baik.
Bapak Muh. Tahir selaku kepala cabang diknas pendidikan
kecamatan sampaga memaparkan bahwa
“komitmen kami selaku penyambung tagan dalam pelaksana
kebijakan tersebut yaitu memberikan maanfaat bagi pelaksanaan kebijakan

pendidikan wajib belajar sembilan tahun” (Hasil wawancara MT, 21
November 2018).

Dari hasil wawancara di atas di analisis bahwa komitmen yang
dimiliki dalam kebijakan pendidikan wajib belgjar sembilan tahun sangat
besar dan tinggi. Komitmen yang tinggi dari pelaksanaan kebijakan akan
membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang
fungsi dan tanggungjawab sesual dengan peraturan yang telah di tetapkan.
Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam
pel aksanaan kebijakan.

Begitu pula dengan penuturan kepala desa bunde Bonda Winarno

menyatakan bahwa:



53

“Komitmen kami dalam kebijakan ini yaitu memberikan maanfaat yang
dapat di rasakan oleh masyarakat dengan penyaluran kebijakan pendidikan
untuk pemenuhan hak-hak masyarakat dalam mengenyam pendidikan
semua rata kami berikan tanpa memandang jenis bulu” (Hasil wawancara
BW, 26 November 2018).

Dari hasil wawancara di atas di analisis bahwa komitmen yang
dimiliki kepala desa dalam kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan
tahun sangat besar dan tinggi. Komitmen yang tinggi dari pelaksanaan
kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan
tugas, wewenang fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang
telah di tetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh
dalam pelaksanaan kebijakan. Komitmen yang dapat di lihat dalam
melaksanakan wewenang, fungsi dan tanggungjawab yaitu dengan
kemampuan membagi ratakan bantuan sarana perlengkapan sekolah.

Begitupun hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Inpres
Bunde K ecamatan Sampaga mengatakan bahwa
“Komitmen Pemerintah Desa Bunde dalam kebijakan ini yaitu
memberikan maanfaat yang dapat di rasakan oleh masyarakat dengan

adanya kebijakan pendidikan wajib belgar sembilan tahun ini sudah
berjalan dengan baik” (Hasil wawancaraHR, 1 Desember 2018).

Dari hasil wawancara di atas di analisis bahwa komitmen yang
dimiliki Pemerintah Desa Bunde dalam kebijakan pendidikan wajib belgar
sembilan tahun sangat tinggi. Komitmen yang tinggi dari pelaksanaan
kebijakan akan membuat kami selalu antusias dalam melaksanakan tugas,
wewenang fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah
di tetapkan.

Begitupun wawancara dengan DA masyarakat Desa Bunde



54

K ecamatan Sampaga mengatakan bahwa:

“Di lihat dari kebijakan ini komitmen pemerintah desa dalam kebijakn
pendidikan belum berjalan dengan baik karna apa yang sudah kami di
janjikan akan di berikan bantuan belum terpenuhi dengan baik di lihat dari
keterlambatan pemberian sarana perlengkapan sekolah yang diberikan oleh

pemerintah desa terhadap masyarakat” (Hasil wawancara DA, 27
November 2018).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan D mengenai komitmen
pemerintah desa dalam pelaksaan kebijakan pendidikan wajib belgar
sembilan tahun belum berjalan dengan baik karena sarana perlengkapan
sekolah yang di sudah di janjikan kepada masyarakat yang akan di berikan
tidak tepat waktu.

Sama halnya hasil wawancara dengan Tukimin selaku masyarakat
desa bunde kecamatan sampaga kabupaten mamuju Mengatakan bahwa:
“komitmen pemerintah desa untuk memberikan maanfaat dalam kebijakan
ini ahamdulillah sudah berjalan hanya sgja pemberian perlengkapan
sarana sekolah yang telah di janjikan terlambat kami terima tidak sesuai
tepat waktu yang telah di janjikan” (Hasil wawancara TN, 30 November
2018).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan T mengenai komitmen
pemerintah desa dalam pelaksaan kebijakan pendidikan wajib belgar
sembilan tahun belum berjalan dengan baik karena sarana perlengkapan
sekolah yang di sudah di janjikan kepada masyarakat yang akan di berikan
tidak tepat waktu

Bedasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan

bahwa komitmen pemerintah desa sudah berjalan tetapi pemberian bantuan

sarana perlengkapan sekolah tidak tepat waktu.
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Dalam menjalankan kebijakan karakter penting yang harus di
miliki oleh pelaksana kebijakan misalnya pelaksana keujuran dan
komitmen yang tinggi. Komitmen yang dari pelaksana kebijakan akan
membuat mereka selalu antusiasi dalam melaksanakan tugas, wewenang,
fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah di  tetapkan.
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa komitmen
belum berjalan dengan bak. Alasannya menurut informan lain
menyatakan bahwa komitmen para pelaksana sangat tinggi namun belum
bisadi raih dengan baik. Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Edward I11
(2014) mengemukakan bahwa disposisi atau sikap para pelaksana akan
menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap pelaksanaan atau
implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan
kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

. Struktur Organisasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama
banyak orang, ketika struktur organisasi tidak kondusif pada kebijakan
yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya
menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Salah satu dari
aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya Standar
Operating Procedures (SOPs). SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang
memungkinkan pegawai atau pelaksana kebijakan dapat melaksanakan
kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai standar yang di tetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Muh.Tahir selaku kepala
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cabang diknas pendidikan kecamatan sampaga menyatakan bahwa:
“Di desa Bunde Kecamatan sampaga terdapat SOP</petunjuk teknis
pelaksanaan kebijakan dalam bentuk buku dan arahan-arahan dan sesual

dengan aturan dan juknis yang berlaku” (Hasil wawancara MT, November
2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas Menurut informan Desa
Bunde Kecamatan Sampaga terdapat SOPs/Petunjuk dalam bentuk buku
dan berupa arahan-arahan sesuai dengan juknis yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Bondan Winarno selaku
kepala Desa Bunde kecamatan sampaga menyatakan bahwa:
“dalam kebijakan pendidikan ini kami melaksnakan dengan petunjuk

teknis dari pemerintah yang telah di tentukan sebelummnya” (Hasl
Wawancara BW, November 2018).

Menurut informan di atas di Desa Bunde Kecamatan Sampaga
terdapat Petunjuk teknis dari pemerintah tentang kebijakan pendidikan
wajib belgar sembilan tahun yang telah di tentukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak H Ridwan selaku kepala
sekolah SD Inpres Bunde kecamatan sampaga menyatakan bahwa:

“ya yang namanya kegiatan begitu pasti ada standar operating procedurnya
seperti anak-anak di kembalikan bersekolah yang putus bersekolah kelas
berapa dulu. di kas sekolah yang belum pernah bersekolah ketika

umurnya sudah sampai kemudian di fasilitasi seperti tas, sepatu dan baju
seragam sekolah” (Hasil wawancara HR, 1 Desember 2018).

Menurut informan di atas pelaksnakan kebijakan pendidikan Desa
Bunde Kecamatan Sampaga terdapat SOPS/Petunjuk berupa pera
juklak/juknis kebijakan pendidikan dalam bentuk buku dan arahan-arahan
dari Kepala Desa. Dengan adanya SOPs maka dapat di jadikan pedoman

atau standar evaluasi seluruh kegiatan kebijakan bantuan pendidikan di
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desa bunde. Hal tersebut sependapat dengan teori yang di kemukakan oleh
Edward 11 (2016) mengemukakan bahwa Standar Operating Procedures
(SOPs) adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang
memungkinkan para pegawal atau pelaksana kebijakan sepert aparatur,
administratur atau birokrat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya
sesual dengan standar yang telah ditetapkan.

C. Faktor-faktor yang memengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan
Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Daam kegiatan penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang
memengaruhi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wagjib Belgar
Sembilan Tahun Di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju,
faktor-faktor tersebut terbagi kedalam dua kelompok yaitu faktor pendukung
dan faktor penghambat. Untuk memahami lebih lanjut mengenai faktor-faktor
tersebut antaralain sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah hala-hal yang memengaruhi sesuatu
menjadi  berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari
sebelumnya. Adapun faktor pendukung erat kaitannya dengan pel aksanaan
kebijakan pendidikan wajib belgar sembilan tahun di desa bunde
kecamatan sampaga kabupaten mamuju yang meliputi: a) Fasilitas sarana
perlengkapan sekolah, dan b) Arahan kepala desa.
a. Fadilitas Sarana Perlengkapan Sekolah

Untuk melaksanakan suatu kebijakan pendidikan pemerintah di

desa di butuhkan faslitas atau sarana yang mendukung dalam
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pelaksanakan suatu program atau kebijkan. Tersedianya fasilitas suatu
perlengkapan sangat menunjang kelancaran suatu kegiatan yang
dilaksanakan, salah faktor itu adalah tersedianya fasilitas sarana
perlengkapan sekolah dalam menunjang tersel enggaranya pemerintahan di
desa bunde kecamatan sampaga

Berikut wawancara peneliti dengan BW Selaku masyarakat Desa
Bunde menyatakan bahwa:
“Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib
belgar di desa bunde, ini minat masyarakat sangatlah antusias dalam
menyekolahkan anak-anak mereka berkat adanya bantuan penyediaan

perlengkapan sekolah yang di sediakan oleh pemerintah desa bunde”
(Hasil Wawancara BW, November 2018).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan BW menegenal faktor-
faktor yang mendukung menurut saya sudah baik karena masyarakat
sangat berantusias dalam menyekolahkan anak-anak mereka karena
adanya fasilitas perlengkapan sekolah yang di sediakan oleh pemerintah
desa daam membantu mengurangi biaya perlengkapan sekolah bagi
masyarakat desa bunde.

Sama hanya dengan bapak Mashuri selaku Masyarakat desa

bunde memaparkan bahwa:

“Faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan
wajib belgar sembilan tahun di Desa Bunde sudah baik karena dapat
membantu dalam mengurangi biaya perlengkapan sekolah bagi anak-anak
kami bantuan yang kami terima berupa perlengkapan sekolah seperti tas,
sepatu dan baju seragam sekolah” (Hasil wawancara MI, 29 November
2018).

Berdasarkan wawancara dengan M| dapat peneliti ketahui bahwa

sumber daya yang di di terima oleh masyarakat desa bunde dalam
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pelasanaan kebijkan pendidikan wajib belgjar sembilan tahun sangat
membantu dalam mengurangi biaya perlengkapan sekolah bagi anak-anak
mereka.
b. Arahan Kepala Desa
Arahan Kepala Desa mengenai pelaksanaan kebijakan

pendidikan merupakan perintah resmi seorang pemimpin kepada
bawahannya dan kemudian untuk memberikan informas kepada
masyarakat yang berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu dan jika
tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Bondan Winarno selaku
kepala Desa Bunde kecamatan sampaga menyatakan bahwa:
“Daam kebijakan pendidikan ini kami melaksnakan dengan petunjuk

teknis dari pemerintah yang telah di tentukan sebelummnya” (Hasll
Wawancara BW, November 2018).

Menurut informan di atas di Desa Bunde Kecamatan Sampaga
terdapat Petunjuk teknis dari pemerintah tentang kebijakan pendidikan
wajib belgjar sembilan tahun yang telah di tentukan sebelumnya

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak H Ridwan selaku kepaa
sekolah SD Inpres Bunde kecamatan sampaga menyatakan bahwa
“Ya yang namanya kegiatan begitu pasti ada standar operating
prosedurnya serta arahan-arahan dari kepala desa seperti anak-anak di
kembalikan bersekolah yang putus bersekolah kelas berapa dulu. di kas
sekolah yang belum pernah bersekolah ketika umurnya sudah sampai

kemudian di fasilitas seperti tas, sepatu dan baju seragam sekolah” (Hasil
wawancaraHR, 1 Desember 2018).

Menurut informan di atas pel aksnakan kebijakan pendidikan Desa

Bunde Kecamatan Sampaga terdapat arahan-arahan dari Kepala Desa
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setempat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang jadikan sebagai
pedoman atau standar evaluas dalam kegiatan kebijakan bantuan
pendidikan di desa bunde.
. Faktor Penghambat

Pelaksanaan kebijakan pendidikan sangat memerlukan peranan
penting dalam terlaksananya kegiatan tersebu, adapun faktor penghambat
dalam kaitannya pel aksanaan kebijakan pendidikan wajib belgjar sembilan
tahun di desa bunde kecamatan sampaga kabupaten mamuju, meliputi: a)
Sosialisas kebijakan, dan b) Komitmen pemerintah desa.
a. Sosialisasi Kebijakan

Sosialisas mengenai kebijakan pendidikan perlu dilaksanakan
untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya
pendidikan terhadap anak karena dengan adanya kebijakan pendidikan dari
pemerintah desa setempat berarti pembangunan daerah dapat berjalan
dengan berkesinambungan dengan kesgjahteraan masyarakat semakin
meningkat. Menurut sogono soekanto Sosialisasi merupakan sebagai
proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu
generasi kegenerasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.
Berkaitan dengan hal ini peneliti mewawancarai bapak Muh. Tahir selaku
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sampaga mengatakan
bahwa

Berikut wawancara peneliti dengan MT selaku kepala Cabang

Dinas Pendidikan Kecamatan Sampaga mengatakan bahwa:
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“Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan sehingga banyak
msayarakat yang kurang tahu tentang wajib belgjar sembilan tahun karena
kurangnya sosiadisasi antara masyarakat dan pihak-pihak pelaksana
kebijakan pendidikan di desa bunde yang kurang memberikan arahan
tentang pentingnya pendidikan” (Hasil wawancara MT, 21 November
2018).

Berdasarkan wawancara peneliti  dengan MT mengenai
komunikasi menurut saya komunikasi belum berjalan lancar yang terjalin
antara masyarakat dan pihak-pihak pelaksana kebijakan pendidikan di desa
bunde dalam rangka melakukan sosialisasi ketiap-tiap dusun yang ada di
desa bunde tentang pentinya pendidikan.

Sosidlisas sangatlah penting dilakukan dalam pelaksanaan
kebijkan pendidikan wajib belgjar sembilan tahun kepada masyarakat
karena masih terdapat masyarakat yang kurang tahu akan pentingnya
pendidikan terhadap anak-anak mereka karena kurangnya koordinasi
antara pihak-pihak pelaksana dan masyarakat sehingga masih terdapat
masyarakat yang belum mengikuti wajib belgjar sembilan tahun.

Berikut wawancara peneliti dengan Kusrini selaku masyarakat
desa bunde kecamatan sampaga mengatakan bahwa:

“Kurangnya sosilaisasi yang di lakukan oleh pemerintah setempat

sehingga masih terdapat masyarakat yang kurang mengerti tentang wajib
belajar sembilan tahun” (Hasil wawancara Kl, 28 November 2018).

Berdasarkan wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa
kurangnya sosialiasaii yang dilakukan oleh pemerintah setempat sehingga
masih terdapat masyarakat yang kurang paham tentang pentingnya
pendidikan.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat berkesimpulan bahwa
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antara beberapa pihak yang terlibat dalam program ini sudah menjadi
unsur utama dalam keberhasilan program wajib belgjar sembilan tahun ini,
sebaga mana di sampal kan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan,
Kepala Desa Bunde, dan pendapat Masyarakat, yakni kerja sama antara
para tokoh, Organisasi-Organisasi Pemerintah, Nonpemerintah dan
masyarakat belum berjalan dengan baik di lihat dari sosialisasinya yang
masih kurang.
b. Komitmen Pemerintah Desa

Komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewagjiban yang
mengikat seseorang kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu.
Dalam ha tersebut kadang terjadi dalam susatu kepemimpinan
pemerintahan desa kadang tidak bertanggung jawab terhadap komitmen
yang sudah di buat terhadap kewagjiban yang harus di penuhi untuk
memberikan hak masyarakat dalam pel aksanaan kebijakan pendidikan.

Berikut wawancara peneliti dengan Kusr Ibu Darma selaku
masyarakat Desa Bunde mengatakan bahwa:
“Di lihat dari kebijakan ini komitmen pemerintah desa dalam kebijakn
pendidikan belum berjalan dengan baik karena apa yang sudah kami di
janjikan akan di berikan bantuan belum terpenuhi dengan baik di lihat dari
keterlambatan pemberian sarana perlengkapan sekolah yang diberikan oleh

pemerintah desa terhadap masyarakat” (Hasil wawancara DA, 27
November 2018).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan DA mengenai komitmen
pemerintah desa dalam pelaksaan kebijakan pendidikan wajib belgar
sembilan tahun belum berjalan dengan baik karena sarana perlengkapan

sekolah yang di janjikan diberikan kepada masyarakat tidak tepat waktu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wjib Belgjar Sembilan Tahun di Desa

Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju masih kurang baik,

terlepas beberapa kekurangan. Hal ini terlihat dari segi

a. Komunkasi
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di
Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, komunikasinya
masih kurang baik terlihat dari sosialisasinya yang masih kurang,
seperti masih terdapat masyarakat yang acuh dan belum tahu akan
pentingnya pendidikan terhadap anak-anak mereka karena kurangnya
koordinasi antara pihak-pihak pelaksana dan masyarakat sehingga
masih terdapat masyarakat yang belum mengikuti wajib belgar
sembilan tahun.

b. Sumber Daya
sumber daya yang berupa Anggaran yang di terima oleh pihak
masyarakat sangat mendukung dalam pelasanaan kebijkan pendidikan
wajib belgar sembilan tahun, walaupun sumber daya yang di terima
dari pihak desa hanya berupa bantuan tas, sepatu dan bau
perlengkapan sekolah itu sudah cukup memebantu bagi masyarakat
yang ingin menyekolahkan anak mereka di lihat dari berjalannya

program ini.
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c. Disposisi
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wjib Belgjar Sembilan Tahun di
Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju di lihat dari
disposos mengenai komitmen para pelaksana kebijakan pendidikan
wajib belgar sembilan tahun belum berjalan dengan baik karena apa
yang sudah di janjikan kepada masyarakat akan di berikan bantuan
belum terpenuhi dengan baik di lihat dari keterlambatan pemberian
sarana perlengkapan sekolah yang diberikan oleh pemerintah desa
terhadap masyarakat

d. Struktur Organisasi
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wjib Belgjar Sembilan Tahun di
Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dilihat dari
struktur organisai sudah baik karena terdapat SOPs/Petunjuk berupa
pera juklak/juknis kebijakan pendidikan dalam bentuk buku dan
arahan-arahan dari Kepala Desa. Dengan adanya SOPs maka dapat di
jadikan pedoman atau standar evaluasi seluruh kegiatan kebijakan
bantuan pendidikan di desa bunde.

2. Faktor pendukung pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wijib
Belgar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten
Mamuju.

a. Fadlitas Sarana Perlengkapan sekolah karena dapat membantu
mengurangi biaya perlengkapan sekolah bagi masyarakat terutama

orang tua siswa untuk menyekol ahkan anak-anak mereka.
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b. Arahan Kepala Desa karena dapat di jadikan sebagai pedoman atau
standar evaluasi dalam kegiatan kebijakan bantuan pendidikan di desa
bunde.

3. Faktor penghambat pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wjib
Belgar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten
Mamuju.

a. Sosidlisass Kebijakan mengena  kebijakan pendidikan perlu
dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang
pentingnya pendidikan terhadap anak. Namun, ha tersebut menjadi
salah satu faktor penghambat karena belum berjalan dengan baik di
lihat dari sosialisasinya yang masih kurang.

b. Komitmen implemetor merupakan bentuk dedikas atau kewagjiban
yang mengikat seserang kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan
tertentu. Dalam ha tersebut kadang terjadi dalam susatu
kepemimpinan pemerintahan desa kadang tidak bertanggung jawab
terhadap komitmen yang sudah di buat terhadap kewajiban yang harus
di penuhi untuk memberikan hak masyarakat. Dalam hal ini
pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belgar sembilan tahun
Pemerintah Desa menjgjikan akan memberikan bantuan perlengkapan

sekolah kepada masyarakat tidak tepat waktu.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di desa bunde
kecamatan sampaga kabupaten mamuju tentang pelaksanaan kebijakan
pendidikan wajib belgjar sembilan tahun, maka saran yang diberikan sebaga
penulis dan sekaligus sebagai peneliti yaitu:
1. sosidisas perlu di tingkatkan lagi agar masyarakat tidak acuh dan paham

akan pentingnya pendidikan terhadap anaknya.

2. komitmen implementor kebijakan perlu ditingkatkan lagi dalam

memberikan komitmen harus tepat waktu.
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